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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 17 TALUN 2014

TENTANG
SISTEM REMUNERASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BERAS]
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

bahwa sehubungan dengan telah di teapkannyvia Keputusan Bupati Bekasi
Nomor 443 Kep 206-RSUDVZ0LE tentang Penetapan Rumah Sakit Unum
Duerilh Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah, miks
Rumah Sakit Umum Daerab Kabupaten Bekasi berstatus. Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum Daerah (FPR-BLULYY:

bahwa dalam  rangkd meningkatkan  kinerin  pelayanan, kinega keuangun
dan Kinerja korvasan Rumah Sakit Umum Daerah perlu didukung dengan
Lambahan Pepghastlan Pegawai melalul sistem remuonecisi berbasis kinerjh.
kihw g herdasarkan pertimbangan sebagaiimana diniaksid hurof o dan hurt b
di srse, Sistem Remunerasi Romah Sakit Umom Daersh Kabupaten Bekas)

tersehit pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupat) Bekas)

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan et -
Daernh Kabopaten dalam Lmgkungan Propiest Jawa Barat (Bepita Nepara
Fahun 19505;
Undang-Undang  Nomeor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negan
{Lembaran Negora Republik Indonesia Tohun 2063 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Megara Repubhik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentong  Perbendaharann  MNegain
(Lembaran Nepara Republik Indonesm Tahun 2004 Nomor 50 [ombahan
Lembaran Negari Repoblik Indenesia Nomor 4353 );

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang  Pemenmtohan Dacrah
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Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4437} sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun
2008 Momor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48447

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran
Negura Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5063 ).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomor 50721

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Lavanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomer 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43502);
Permuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyvusunan
dan Pencrapan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502 )

Peraturan Pemerintah Nomer 3% Tahun 2007 tentang Pembagian Urmsan
Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerab  Provinsi  dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fabun 2007 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47371

Peraturan Menteri Kewangan Nomor TOPME.0Z2006 temang Pedoman
Penctapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola. Dewan Pengawds Dan

Pepawai Badan Layanan Umum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Kevangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalaim Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penvusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal:

. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/ll/ 1988 tentang

Rumah Sakit:

.Keputusan  Menteri  Keschatan Nomor 228/Menkes/SK/TIV2002 tentang

Pedomun Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit vang wajib
dilaksanakan Daerah:

-Keputusan ~ Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia ~ MNomor

HK.OT 06/ 1870008, tanggal 28 Mei 2008, tentang Pemberian [zin

Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama “Rumah Sakit

Umium Daerah Kabupaten Bekasi™ Propinsi Jawa Barat:

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 493/ MENKES/SK/V/2008. tanggal 28

Mei 2008, entang Penetapan Tipe Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bekasi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat:

Persturan  Daerah  Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009, tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daeral Kubupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Aws Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2012 Nomor 8) ;

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009, Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Humah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000

Nomor 479,

MEMUTUSKAN

FERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG SISTEM REMUNERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI

BARB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dralam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
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Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
- Pemerimah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bupati adalah Bupati Bekasi.



L

|41,

1o

L8

Dewan Pengawas adalah pengawas vang melakukan pengawasan pengelolaan Badan
Layanan Umum Daersh (BLUD) dibentuk dengan keputusan Bupali atas usulan Direktur
dengan keanggotaan vang memenuhi persvaratan dan peraturan yang berlaku,

Jubatan Stroktural sdalah jabatan vang secara nyata dan tegas diator dalam Peraturan Bupati
tentang Chganisast dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. vang terdiri atas Direlotur,
keepidln Bagian/Bidang, Kepala Sub Bapianepala Seksi.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang Pegowai Negeri Sipil dalam satuan organisasi vang dalam pelaksanaan
tugasnyva didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD Kabupaten Bekasi vang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD
Kabupaten Bekasi untuk  meningkatkan Kinerja  pelavanan, keuangan dan  pengaruh
lingkungan sosial sekinarnya (socialresponsibifiny) dalam menyelengparakan bisnis seha,
Direkur adalah Direkiur RSUD Kabupaten Bekasi |

Dokter ndalab dokter spesialis konsulen, dokter spesialis, dokter umum, dokier gigi spesialis,
chan dokter gigl vang merupakan staf medis organik, staf medis mitra, dan staf medis relawan
sesuni Kepitusan pejabat visng berwenang.

Diokter Tamu adalah dokter dari luar rumah sakit vang karena reputasi dan atau keahliannya
divndang secarn khusus unk membantu menangani kasus — kasus vang tidak dapat
ditangani sendiri oleh staf medis yang ada di rumah sakit atau untuk mendemonstrasikan

suniu keahlian tertentu atau teknologt baru,

. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis [ dan Spesialis Il pada RSUD

Kabupaten Bekasi,
Pegawa adalah Pegawan RSUD Kabupaten Bekasi,
Pelavanan kesehatan sadalah segala Kegiatan pelavanan keschatan yang diberikan kepada

seseorang dalam rengka promoetit, preventit, kuratif, dan rehabalitatif.

- Peluyanan rawat jalan adalah pelayanan Kepada pasien uniuk observasi, prevensi, diagnosis,

petigobatan, rehabilinst medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
Felayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk ohservasi, prevensi, perswatan,
dingnosis, pengobatan. rehabilitasi medis, dan atau pelavanan kesehatan lainnva dengan

menempati tempat tidur (PICUNICUDICLVRUANG PERAWATAN),

7. Pelayanan rawat darurst adalah pelavanan keschatan vang harus diberikan secepatnya untuk

mencegan’imenanggalangi risiko kematian atau kecacatan,
Pelayanan Ambulance (ambulunce service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita
gowat-dururat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat

tinggaltempat kejadian pasien ke rumah sakit atay sebaliknya dan atau pelayanan rujukan
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Vindakan medis adalah manuver/perasattindakan berupa pembedahan atau non pembedahan
dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan,

Pelavanan medico-legal adaloh pelavanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan
kepentingan hukum.

Pelayansn penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis vang antara
lain dapat berupa pelayvanan patologi klinik, patologi anatomi. mikrobiologi. radiclogi
dingnostik, clekwomedis diagnostik. endoskopl. dan tindakan/pemeriksaan penunjang
disgnosnuk lainnya.

Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan vang diberikan untuk penyimpanan
fenazah; konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah. dan pelayanan lainnya terhadap

jenazah.

. Remunerasi adalah imbalan kerja vanpg dapat berupa gaji. tunjangan tetap, honorarium,

insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun,

- System Remunerasi adalah system yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di

Lingkungan RSUD Kabupaten Bekasi,

3. Pos Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan scbagai sumber dana inscntif

karvawan pada system Remunerasi.

_Gaji adalah wpah dasar vang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dari binya

operasional Rumah Sakit atau dari pemerintah bagh karvawam yang Non PNS,

7, Honorsrium adalah epah vang dananva bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang

diberikan ans pekerjpan enentu.

8. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji vang diterima pengelola dan pegawai

RSUD Kabupaten Bekasi, vang diberikan berdasarkan prestasi kerja. lokasi kerja. tingkat
kesulitan pekerjaan, kelangknan profess, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.

Insemitl adalah wmbahan pendapatan berbasiz kinegja bagi seluruh pegawai vang dananya
bersurnber dari jasa pelavanan, farmasi dan ataw dari sumber penerimaan sah lainmya.

Jasa pelavanan adalah imbalan otas pelayanan vang diberikan oleh tenaga dokeer spesialis,
dokter umum, dokter gigi, kepérawatan, administrasi, dan tenaga penunjang luinnya,

Inseanil’ Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasitkan dari pelavanan

tenage pelaksana 1eknis,

- Merit stau bonus adalah wmbahan pendapatan berbasis kinetja bagi seluruh karvawan.

Liang lembur adalah kompensasi bagi karvawan yang bekerja melebihi jam kerja scsuai

dengan peraturan dan perundangan vang berlaky.

Pesangon adalah pendapatan pegawai yang diberhentikan dengan hormat,
- Pensiun adalah pendapatan pegawal yang telah memasuki masa purna bakai,

3 Jasa Farmast adalah pendapatan kelompok farmasi vang dihasilkan darl pelayanan

. '
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37, Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk
imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biava per unit layanan.

38, Tarif pelavanan kesehatan rumah sakit adalah pembayvaran atas pelayanan kesehatan di
RSUD Kabupaten Bekast, vang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran
kegiman pelayanan kesehaan vang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai
imbalan atas pelayvanan yvang diterimanya,

39 Jass sarama adalah imbalan vang diterima aleh RSUD Kabupaten Bekasi aws pemakaian
sarana, fasilitas. alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan
bahan lainnva vang digunakan langsung maupun tek langsung dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.

40, Biava operasional adalah mencakup seluruh biava yvang menjadi beban RSUD Kabupaten
Bekasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

41. Biaya non operasional adalah mencakup seluruh bisya vang menjadi beban RSUD

Kabupaten Bekasi dafam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAR II
AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2
Sistem remunerasi berazaskan 3 (tga) hal vait
(1) Proporsionalitas vang diukur deagan besarnya beban aset vang dikelola dan hesaran

pendapatan Rumah Sakit.

(2] - Kesetarasn vang memperhatikan inddstel pelayanan sejenis.

(3} Kepatan yang melihat kemampuan ramah sakit dalam memberikan upah kepada pegawai.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 3

1 Mansjemen Rumal Sakit berkewsjiban menvediakan alokasi dena untuk remunerasi

prgawar rumah sakil vang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Risnis

Anggaran ( KBA),
(2} Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi.
(3] Setiap pegawai vang menghasilkan jasa pelavanan, berkewajiban membetikan kontribusi

ke Pos Remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem remunerasi.




4] Setiap pegawal yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue center
maupun pusal pembiavaan ataw cost center, berkewajiban untuk menyusun Strategic
Action Plan vang dilengkapi dengan indikator, target / standar dan sistem akuntabilitas.

(3} Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau revenue center. sebagaimana
tercantum pada avat (4) adalah -

. Instakasi Gawat Darurat:

b, Instalasi Rawat Jalan:

v. [nstalasi Rawat Inap;

d. [CUACCUPICUMNICU:

¢. Instalasi Bedah Sentral;

f. Instalasi Farmasi;

g. Instalasi Radiolog:;

h. Instalasi Laboratorium;

L. Instalasi Gizi;

j- Istalasi Pemulasaran jenazah:
K. Instalasi Pelavanan Daral:

L Instalasi Rehabilitasi Medik;
m, Instalasi Haemodialisa:

. Instulasi Pelavanan Eksekutif:
0. Ambulance:

p. Instalasi lain vang menghasilkan jasa;
q. MCLE:

r. Diagnostik Center;

5. Pelayanan administrasi.

8] Yang tergolong pusat pembiayaan atau cost center, sebagaimana tercantum pada aval 4
adalah
. Direktur:

b. Komite Medik:
¢. Komite Keperawatan;
d. Satuan Pengawas Internal;
e, Dewan Pengawas;
[. Bagian/Bidang:
2, mub bagian/Scksi;
h. Instalasi/unit/ruangan.
(7] Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar

pelayanan minimal dan produktif,
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Setiap pegnwai berhak mendapatkan remunerasi berdasarkan proporsionalitas, kesetaraan

dan kepatutan vang besarannva diatur dalam sistem remunerasi,

BAB LI
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 4

Gaji pegawni Rumah Sakit bersumber dari Pemerintah Daerah dan biaya operasional
rumah sakit.

Sumber biaya sebagaimana tercantum dalam ayat (1) untuk pegawai rumah sakit berstatus
PNS dan Non PNS vang disngkat sebelum Rumeh Sakit dikelola dengan PPK BLUD
bersumber dari Pemerintah, sedangkan pegawai rumah sakit dengan status Non PNS vang
diuu_g}:ai setelah Rumah Sakit dikelola dengan PPE BLUD bersumber dari bimva
uperasional rumah sakit dan atae Pemerintah Daerah.

Tunjangan yang bersumber dari pemerintah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berfaku.

Honorarivm bersumber dari biaya operasional rumah sakit dan atau dari pemerintah
Insentif pegawai Rumah Sakit bersumber pada komponen jasa pelavanan dan ataw
keuntungan usaha - usaha lain serta biaya operasional rumah sakit.

Meritbonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah

sakit vang khusus dianggarkan

7} Uang lembur bersumber dar biava operasional ramah sakit dan atau dari pemerintah

Pesangon bersumber dan biaya operasional rumal sakit

Pengiun vang bersumber dari pemerintah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai

‘dengan peraturan donsperundanz-undangan vang berlaku.

BABIY
GAJI DAN TUNJANGAN
Bagian Kesatu
Besaran Gaji

Pasal 5

Seluruh karvawan rumah sakil berhak -menerima gaji berdasarkan sistem remunerasi vang
diatur dalam ketentuan sistem remunerasi rumah sakil sesuai dengan peraturan - dan
perundang-undangan vang berlakuy,

Besaran gaji disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan kevangan rumah sakit yang

hasrd msme brama e e g i i
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Gaji Dircktur dan Dewan pengawas yang terdiri dari Kema, sekretaris dan anggota,
besarannya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri i{&uangan RE[:IUb]ik Indonesia
Nomor 10/PME, 022006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejnbat Pengelola,

Dewan Pengawas dan Pegawal Badan Layanan Umum.

Sistem Penggajian
Pasal 6

Pejubat Penpelols rumah sakit, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas. dan
pegawal rumah sakit dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab
dan tuntutan profesionalisme vang diperlukan.
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan keria vang dapat
berupa gaji, tnjangan tetap, honorarium, insentil, bonus atas prestasi, pesangon, dan'atay
NS,
Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud
pada avu (11 diberikan dalam bentuk honorarium.
Remunerasi sebagaimang dimaksud pada ayvat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

ustlan yang disampaikan oleh Dircktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor vang berdasarkan;

it

d,

Lkuran {size) dan jumlah aset vang dikelola rumah sakit. tingkat pelavanan serta
rroduktivitas;

Pertimbangan persamaannya dengan industri pelavanan sejenis;

- kemampuan pendapatan ramah sakit bersangkutan; dan

Kinerja opernsional rumah sakit vang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan

- antara lun indikator keuoangan, pelavanan, muty dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 8

Honorarium dewan pengawas diletapkan sebagai berikut;

(1)

[2)

{3)

Honoratium ketua dewan pengawas paling banvak sebesar 40% (emipat puluh persen} dari
wupl Direlctur ;

Honorarium angeots dewan pengawas paling banvak sebesar 36% {tiga puluh enam
persen) dart gaji Direkiur ;

Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banvak 15% (lima belas persen) dari gaji

Chrektur,
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Pasal 9

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam
pusal & ayat (2) dapat dibitung berdasarkan indikator penilaian:

a. Pengalaman dan masa kerja (basic index):

b, Ketrampilan, ilmu pengetahoan, dan peritaku (competency index);

¢. Resiko kerja (risk index);

d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index);

e. Jabatan vang disandang (position index): dan

£ Hasil'capaian kinetja (performance index).

Bagi pejabat pengelola dan pegawal rumah sakit vang berstatus PNS, gaji pokok dan
tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta
dapat diberskan  wmbahan penghasilan sesusi  remunerasi yvang ditetapkan Bupati

sebaguimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)

Pasal 10
Pejabat pengelola, dewan pengawss, dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan
sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
remunerast / honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai

dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

| Bagi pejabat pengelola berstatus PNS vang diberhentikan sementara dari jabatannya

sebagaimana dimaksud pada avat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari remunerasi bulan terakhir i rumah sakit sejak tanggal diberhentikan atau

sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir,

Bagian Kedua
Tunjangan

Fasal 1]

Pegawai rumah sakit vang memegang jabatan struktural dan fungsional berhak mendapat
tunjangan sesusi dengan sistem remunérasi vang diatur dalam ketentuan sistem remunerasi
rumah sakit.

lunjangan fungsional bersumber dari biava operasional atay keuntungan rumah sakit vang
sudah dianggarkan

Besaran wnjangan fungsional disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan

rumuh sakit vang berdasar kepada peraturan dan perendang undangan vang berlaku,
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Tunjangan struktural  berasal dari pemerintah sesual peraturan Pérundang - Undangan
vang berlaku,

Tunjangan fungsional diberikan kepada Ketua Komite Medik, Ketun Komite Keperawatan,
Ketus Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah

Sakit; Kepala SMF. Kepala Instalasi/Unit, Supervisor, Kepala ruangan atau Keordinator,

BAB YV
JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Komponen Jasa Pelayanan dalam Tarilf Rumah Sakit
Pasal 12

Jasu yvang tercantum dulam Peraturan/ketentuan tarif terdiri Jasa sarana prasarana rumah
sakit atau akemodasi dan jasa pelavanin/jasa operator/jasa lainnya,

Jasa Pelayanan terdiri dan jasa dokier, jasa Keperawatan, jasa kefanmasian, jasa paramedis
non keperswatan dan jasa pelaksana teknis rumah sakit.

Jasa Pelavanan vang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif

Selunjutnya jasa medis, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non
keperawatan dan fasa tensga teknis vang tercantum didalam tarif rumaly sakit, disebut
sebagal insentif setelah dintur distribusinya dalam sistem remunerasi

Jesa dekier adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelavanan dokter dan
bagian dari jasa pelavanan rumah sakit vang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit
dan bersifan individu, melipusi dokter umum dan spesialis; dokter sub spesialis, konsulen,
dokter gigl. dokter gin spesialis dan dokter tamu,

Jasa keperawatan adalah  pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelavanan
keperawatan merupakan bagian dwd jasa pelayanan rumah sakit vang tercantum dalam
komponen tani rumah sakit. meliputt pendapatan perawal umum, perawat anestesi, dan
biclan,

Jasa kelurmasian adalah pendapatan kKelompok farmasi vang dibasilkan akibat pelavanan
ketarmasian yang merupakan bagian dan jasa pelayanan rumah sakit vang tercantum
dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakiy, bersifat
kelompok, meliputi Apoteker, Asisten apoteker dan pelaksana farmasi,

‘usa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat
pelayanan non keperawatan vang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang
wreantum dalam komponen taril rumah sakit. meliputi jasa penata romtgent, analis

laboratorium. fisiotherapis, penata gizi.




(9] Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok vang dihasilkan akibat dan pelayanan

tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dan jasa

pelavanan ramah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit. meliputi sopir

ambulan dan pelaksana kamar jenazah.

(10) Jasa Manajemen adalah jasa yang timbul akibat adanva pelayanan administratif.

Bagian kedua
Proporsi Besaran Jasa dalam Tarif Rumah Sakit

Pasal 13

(1) Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit berdasarkan ketentuan sebagai

berikut jika komponen Jasa Pelavanan tidak dipilah - pilah sesual dengan jenis profesinya

atau jika komponen tarif hanya mencantumkan jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan

a.. Instalasi Rawat Jalan :

:

Propotsi jasa dokter untuk pemeriksaan di rawat jalan adalah B0% (delapan puluh
persen) dari total jasa pelayanan. 20% (dua puluh persen) adalah jasa kelompok
perawat:

Proporsi untuk jasa tindakan dokter. bila dilakukan oleh dokter muka proporsi dokter
70% (tajuh puluh persen), kelompok perawat 30% (tiga puluh persen) . dan bila
dilakukan oleh perawat maka proporsi kelompok perawat 70% {tujuh puluh persen)
dan dokter 30% (tiga puluh persen.

Proporsi untuk jasa tindakan perawat, hila dilakukan oleh perawat maka proporsi
kelompok perawat 70% (tujuh puluh persent. dokter 30% (tiga puluh persen) dan
bila dilakukan oleh dokter maka proporsi dokter 70% (tuju puluh persen) dan

kelompok perawat 30%a (tiga puluh persen).

b. Instalasi Rawat Inap. ICU. ICCLUL PERINANICU, PICUVK

3
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Proporsi jasa dokter pada visite ruangan perawatan adalah 70% (tujuh puluh persen)

dari total jasa visite, 30% (tiga puluh persen) adalah jasa Kelompok perawat.

. Proporsi untuk jasa tindakan dokter di ruang rawat map , 1CU, 1CCL,

PERINA/MNICU. PICU,VK bila dilakukan oleh dokter maka proporsi dokter adalah
70% (tujub puluh persen) . kelompok perawat 30% (tiga puluh persen) dan bila
dilakukan oleh perawat . maka proporsi kelompok perawat 70% (tujuh puluh persen}

dan dokter 30% (tiga puluh persen):

. Proporsi untuk  jasa tindakan perawat .bila dilakukan oleh perawat maka proporsi

kelompok perawat 70% (tejub puluh persent. dokter 30% (tiga puluh persen). dan
hila dilakukan oleh dokter. maka porporsi dokter 70% {(twjuh pulub persen) dan
kelompok perowat 30% (tign puluh persen).



4,

Proporsi untuk jasa tindakan perawat di ruang bersalin maka proporsi kelompok

perawabl/bidan  100% {seratus persen )

¢. Case Manager :

¥

]

Proporsi jasa visite dokter ruangan bagi pasien dengan keluhan dihitung 1 kali visite.
dengan proporsi 70% (tujuh peluh persen) uniuk dokter dan 3% (tiga pulub persen)

untuk kelompok perawat :

. Proporsi jasa tindakan dokter di ruang rawat inap . bila dilakukan oleh dokeer, maka

proporsi dokter 20% (tujub pulub persen). kelompok perawat rawat nap 30% inga
puluh persen). dan bila dilakukan oleh perawat maka proporsi kelompok perawat

rawal inap 70% (tujuh puluh persen) dan dokter 3094 (tiga pulub persen):

- Proporsi untuk jasa tindakan perawat rawat inap. bila dilakukan oleh perawat, maka

proporst kelompok perawat 70% (uguh pulub persent. dokier 30%: (tiga puluh persen)
dan bila dilakukan oleh dokter . maka proporsi dokter 7% (tujuh puluh persen) dan

kelompok perawat M@ (Gga pulub persen)

d. Instalast Unit Gawat Darurat

1.

P

Proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan di UGD, adalah 80% (delapan puluh persen)
dari total jasa pelayanan. 20% (dua puluh persen) adalah jasa kelompok Perawat;

Proporsi untuk jasa tindakan dokier &i UGD, Ruang Bersalin atan VK bila dilakukan
oleh dekter. maka proporsi dokter 60% (enam pulub persen). kelompok perawat 40%
{empat pulul persen) dan bila dilakukan oleh perawar, maka proporsi kelompok

perawat 60% {enam puluh persen} dan dokter 0% fempat puluh persen):

. Proporsi untuk jasa undakan perawal, bila dilakukan oleh perawat, maka proporsi

kelompok perawat 60% {enam puluh persen), dokier 40%: (empat pulub persenjdan
bila dilakukan oleh dokter . maka proporsi dokter 6(P4 {enam pulubh persen) dan

kelompok perawat 0% (empat puluh persen).

e. Instalasi Bedah Sentral

5
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Proporsi Jasa dokier operator adalah 80% (delapan puluh persen) dari jasa operator.

dan 20% (dua puluh persen) adalab proporsi kelompok perawat;

. Proporsi tindakan anestesi. bila dilakukan oleh dokter anestesi maka proporsi dokter

anestest 70% {tujub puluh persen) dan penata anestest 30% (tga pulub persen), bila
dilakukan oleh penata anestesi maka proporsi dokter anestess 30% (figa puluh
persen) dan penato anestest 70% (tujuh puluh persénk;

Dokter spesialis pendamping dalam operasi mendapat jasa yang besarannva
ditentukan sesuai dengan jasa visite, kecuali bila ada tindakan maka besaran jasanya

adalah sesuai dengan tarif tindakan.

f. Instalasi Penunjang ;

1) Instalasi Radiologi



a) Proporsi jasa dokler radiologi adalah 60% (enam puluh persen) dari jasa
pelavanan. 40% (empat puluh persen) adalah jasa kelompok radiografer:

b) Proporsi jasa dokter pada pelayanan LSG adalah &0 (delapan puluh persen)
dari jasa pelavanan, 20% (dua puluh persen) adalah  jasa kelompok karyvawan
pada unit tempat pelayanan.

23 Instalasi Laboratorium Klindk

a) Proporsi jasa dokter laboratovium Klinik pada pemeriksoan biasa adalah 30%
(tiga puluh persen) dari jasa  pelayanan dan 70% (wjuh pulub persen) adaiah
jusa kelompok analis:

hi Proporsi jasa dokter laboratorium klinik pada pemeriksaan khusus adal 70%
{tujuh puluh persen) dari jasa pelayanan dan 30 % (tiga puluh persen) adalah jasa
kelompok analis.

3} Instalasi Patologi Anatomi
Proporsi jasa dokter patologi anatomi 70% (tujuh pulub persen) dar jasa pelayanan .
0%, (tiga puluh persen) adalah jasa kelompok analis,

4} Instalasi Rehabilitasi Medik

4} Proporsi jasa konsultasi dokier rehabilitasi medis 80% {delapan puluh persen ) dari
jasa pelayanan, 20% (dua puluh persen) adalah jasa kelompok fisioterapis:

b} Proporsi jasa tindakan dokter rehabilitasi medis 30% (tiga puluh persen) dari jasa
pelayanan. T0% (tujuh puluh persen) adalah jasa kelompok lisioterapis.

3y Instalasi Gizi

a) Proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter ahli gizi adalah 70% (tujuh puluh
persen) dari total jasa pelayanan, 30% ( tiga puluh persen) adalah jasa pelavanan
kelompok karyvawan gizi:

by Untuk pelavanan makan di ruangan rawal inap, jasa dokter ahli gizi 20% ( dua
puluh persen) dan 80 %% (delapan puluh persen) kelompok karyawan gizi,

&) Instalasi Farmasi

Ditetapkan 2.5% (dua koma lima persen) darl omsel penjualan apotik denga

perbandingan antara jasa pelavonan persiapan/peracikan obat antara kelompok

apoteker dangan kelompok asisten apoteker dan atau tenaga lain di unit Farmasi
adalah 6 : 4 (enam banding empat),
74 Instalasi Hemodialisa

Proporsi jasa dokier pada pelavanan hemodialisa adalah 50% (lima puluh persen)

dari total jasa pelavanan dan 50% (lima puluh persen) untuk jasa kelompok perawat

pada pelayanan hemodialisa.

B Instalasi forensik



Proporsi jasa dokier forensik adalah 80% (delapan puluh perseni dar total jasa
pelavanan. 20% (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan tenaga lain pada
lingkungan forensik.
9} Pelayanan Pemulasaran jenasah
Proporsi jasa pemubasaran jenasah adalah TOU%e (seratus persen) dari total jasa
pelavanan diberikan kepada pelaksana ( sesyal SK Direktar ),
1(}) Pelavanan Ambulance’ Maobil Jenasah
Proporsi jasa perawai pendamping pada pelayanan Ambulance  adalah 50% (lima
puluh persen} dari jasa pelavanan dan 50% (lima puluh persen) adalah jasa sopir
Proporsi jasa sopir pada pelavanan mobil jenasah adalah 70% (tujubh puluh persen)
dari jasa pelavanan dan 30% {tiga puluh persen) adalah jasa pendamping sopir.
111 Unit Endoscopy, Bronkoscopy dan Cath Lab seperti Radiologi.
g. Untuk pembagian jasa langsung di dalam masing-masing kelompok dibagi berdasarkan
kesepakatan dalam kelompok tersebut dengan sistem indexing atas persetujuan direktur.
h. Pendapatan perawat dan bidan dari berbagai unit keperawatan dimasukkan dalam satu

kelompok, yvaitu kelompok keperawatan.

BAB VI
INSENTIF
Bagian Kesatn
Distribusi Insentif

Pasal 14

(1) Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribust ke pos remuneras,

(21 Distribusi insentif terdini dari insentil” langsung don insenuf tidak langsung.

(3} nsentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok wvang menghasilkan jasa
pelavanan sesuai dengan proporsi vang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini.
sebesar 30% (lima puluh persen} dari proporsi jasa.

(4] Sisanva sebesar 50% {lima puluh persen ) didistribusikan dengan rincian sebhagai berikut
4. Pos Remunerast sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen):

b. Subsidi Perlindungan hukum atas pelavanan medis 1% {satu persen);

¢. Insentil langsung Direktur 3% (lima persen:

d. Insentif langsung pejabat struktural dan fungsional pada cost center  sebesar 5% (lima
persen) secara kelompok.

(8) Insemif tidak langsung diberikan kepada seluruh karvawan berdasarkan indexing. vang
sumbernya berasal dar Pos Remunerasi.

(6] Subsidi perlindungan hukum atas pelayanan medis di RSUD dikelola oleh bendahara Khusus

vang ditunjuk oleh direktur dan diberikan kepada tenaga fungsional dokier vang mempunyai



{7} Besaran dari subsidi hukum ini selanjutnva akan diatur dengan surat keputusan direktur,

{8) Direktur hanva mendapat jasa pelayanan langsung dan tidak mendapat jasa pelayanan tidak
langsung.

(9) Insentit langsung pejaba struktural dan fungsional pada cost center diberikan berdasarkan

indexing.

Bagian Kedua
Distribusi Insentif Langsung Non Eksekutil
Pasal 15

Pelayanan eksekutif dan non eksekutif sebagai berikut :

(1) Insentif Pelayanan Mon Eksekutit merupakan pelavanan terhadap pasien vang datang ke
rumah sakit dan tdak memilib dokter atau tidak memilih pelayanan eksekutif, berlaku untuk
semua kelas perawatan. Jasa pelayanan vang timbul akibat pelayanan non cksckutif
merupakan jasa pelavanan non eksekutif.

{2) Setiap penghasil jasa pelavanan non eksekutif, berhak mendapatkan insentif langsung 50%
(lima puluh persen) dari jasa pelavanan vang dihasilkannya kecuali forensik sebesar 8P4
{delapan puluh persen). sisanva 50% (lima pulub persen) masuk kedalam pos remunerasi
rumah sakit dengan pembagian menurut pola indexing.

8. Dokter berhak mendapat insentif langsung déngan 50%s (lima puluh persen) dari proporsi
jasa pelavanan dokter dan menjadi penghasilan individu dokier vang bersanghutan;

b. Kelompok non dokter berhak mendapat insentif langsung kelompok sebesar 50% {lima
puluh persen) dari proporsi jasa pelayvanan, termasuk di dalamnya tenaga fungsional lain
vang terlibat atau berkontribusi langsung dalam unit kerja vang bersangkutan dengan
distribust berdasarkan indexsing vang telah ditetapkan dalam sistem remunerasi:

. Tenaga fungsional lain non perawa vang berkerja membantu di unit pelayanan, hanva
berhak 25% (dua puluh lima persen) dari total score vang mercka miliki. dalam

perhitungan indexing untuk mendapatkan insentif langsung.

Bagian Ketiga
Distribusi Insentil Langsung Pelavanan Ekselutif

Pasal 14

(1) Insentif pelavanan Eksekutif adalah jasa vang timbul akibat dari pelavanan eksekutif,
dibedakan dari pasien Non Eksekunif atas dasar pasien yang dilavani adalah pasien vang

dibawa oleh masing masing dokter atau pasien vang berobat ke poliklinik eksekutif baik




(1)

pagi maupun sore. pasien vang dengan sengaja datang ke RSUD Kabupaten Bekasi dan

meminta pelavanan melalui jalur pelayanan eksekutif, dengan ketentuannya sebagai beriku

il,

Dokter berhak mendapat insentif langsung pada poliklinik ekschutit secara individu
sehesar 80%s {delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan:

Insentif langsung pelayanan Eksekutif pada rawat inap: Dokter mendapat insentil’
langsung sebesar 0% (delapan puluh persen) dari proporsi jasa visite:

Insentif langsung tindakan medik pada pelavanan Eksekutif, dokter berhak mendapat
insentif’ langsung individu sebesar B0% (delapan pulub persen} dari proporsi jasa
pelayvanan:

Insentif langsung tindakan keparawatan eksehunif, kelompok perawal letap mendapal
insentif langsung sebesar 30% (lima puluh persen) dari jasa tindakan keperawatan

sama seperti insentif langsung pelayanan non eksekutif,

Jasa Pelavanan Bedah Eksekutif adalah sebagm berikut :

a.

Dokter bedah berhak mendapat jasa pelavanan langsung pada pelayanan bedah
eksekutit’ adalah #0%: (delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelavanan dokter
bedah:

Jasa pelavanan dokter anestesi langsung pada pelayanan bedah eksekutif adalah 86%
{delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayvanan:

Jasa pelayanan kelompok keperawatan bedah pada pelayanan bedah cksekutif adalah
tetap 50% (lima puluh persen) sama dengan insentil langsung pelavanan non
eksekutif;

Jasa pelavanan kelompok penata anestesi pada pelayanan bedah eksekutil adalah tetap

50% {lima puluh persen) sama dengan insentif langsung pelavanan non eksckutif,

Bagian keempat
Distribusi Insentif Tidak Langsung
Pasal 17

Dana dalam Pos Remunerasi merupakan kontribusi dari setiap penghasil jasa vang

berada pada revenue center rumah sakit, dari komponen jasa dan keumungan usaha -

usaha lain darn ramah sakit.

(2} Distribusi berdasarkan scoring vang ditentukan dengan perhitungan indexing vang

ditetapkan dalam sistem remunerass,

(3} Seluruh pegawai dapat menerima insemiif tidak langsung sesuai dengan besaran t1otal

score individu pegawai vang bersangkutan dengan rumus insentif = (Score individuo -

Total Score BS) kali Total Dana Pos Remunerasi,

(4) Insentif tidak langsung dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja pegawai,



(5) Jika pegawai mencapai kinerja 100% (seratus persen) sesuai dengan target/standard maka

pegawai yvang bersanghutan mendapat insentif 100% {seratus persen) sesuai dengan nilai

total index perorangan.

() Jika pegawai memiliki kinerja Kurang 10 %6 (seratus persen) maka insentif pegawal yang

(1}
2}

(3

(4)

(7}

(8)
(%)

bersangkutan adalah sama dengan Basic Index dikalikan dengan nilai Score SKP sesuai
dengan peraturan vang berlaku.
Bagian Kelima
Penjelasan Distribusi Insentif

Pasal 18

Falsafah dasar insentif adalah motivasi kerja berdasarkan fee for performance.

Insetif langsung maupun tidak langsung dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat
pada setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah pelavanan dalam bulan berjalan selesai.

Insentif  langsung maupun tidak langsung dibavarkan pada bulan berikutnva paling
lambat pada setiap tanggal 10 (sepuluh). setelah pelavanan dalam bulan berjalan selesai.
Score individu dihitung oleh atasan vang bersangkutan dan perhitungan total score
individu yvang menjadi score rumah sakit ditetapkan oleh Kepala Bagian Tat Usaha
rumah sakit.

Besaran insentif tidak langsung bagi setiap karvawan bisa berbeda setiap bulan
bergantung kepada besar kecilnya Pos Remunerasi,

Yang berwenang membavarkan insentit adalah Kepala Sub Bagian Keuangan rumah
sakit.

Score individu bisa berubah setiap bulan bergantung kepada perubahan basic index.
perubahan pendidikan, perubahan posisijabatan, dan kinera/pertormance

Insentif langsung hanya berlaku kepada karvawan vang menghasilkan jasa pelavanan.

Rarvawan bukan penghasil jasa pelavanan hanva mendapat jasa insentif tidak langsung

(10) Bonus Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum

(1

{2

Hari Rava Idul Fitri.
BAR VII
INDEXING
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 19

Indexing adalah cara atow perangkat untuk menemtukan besaran score individu pegawai
sesudl dengan beban kerjanya.

Indexing berdasarkan ;



a. Basic index atau index dasar untuk penghargaan scbagai insentif dasar bagi seluruh
pegawai vang standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai vang bersangkutan dengan
ketentuan setiap Rp [00.000,.- (seratus ribu rupiah} gaji pokok sama dengan | {satu)
nilai index, pezawai honor Rumah Sakit {bukan honor pihak ketiga) gaji pokoknya

disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS sesuai dengan pendidikannya,

b, Competency Index adalah untuk memberikan penghargaan nilai Competency Index

berdasarkan pada ;

1. Pendidikan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut ;

PENDIDIKAN INDEX
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2. Pendidikan pegawai dimaksud adalah sesuai dengan Dattar Nominatif Pegawai
vang telah disahkan Direktdr dan diterbitkan tiap bulan oleh Sub Bagian
Kepegawaian Rumah Sakit

3. Keterampilan vang bersertifikat  vang  sesuni dengan  bidang kerja diberni
penghargaan dengan kreteria :

a. Serfifikat vang diakui adalah serifikat dari pelatiban dengan cara teori dan
prakiek:

b, Waktu pelaksanaan sampai dengan 2 (dua) bulan nilar 0.2 {nol koma dual:

b. Waktu pelaksanaan lebik dari 2 (dua} bulan sampai dengan 4 (empat) bulan
nilai 0.4 (nol komaempat

c. Waktu pelaksanaan lebih dari 4 {empat) bulan nilai 0.6 (nol koma enam):




4. Tambahan maksimal untuk Keterampilan vang bersertitikon adalah 0.8 (nol

koma delapan).

4. Tingkat pendidikan atau keterampilan vang tidak sesuni dengan posisi kerja

pegawai tidak diakui.

c. Risk Index adalah nilai untuk resiko vang diterima karvawan akibat pekerjaannya.

Nilai resiko terbagi menjadi 4 {empat ) grade yaitu :

1

Resiko grade | dengan nilal index | (satu) adalabh kemungkinan terjadi resiko
kerja vang bersifar fisik walaupun karvawan yang bersangkutan bekerja sesum
protap dan proker ( SOP).

Resiko grade 11 dengan nilai index 2 (dua) adalah kemungkinan terjadi resiko
kerja vang bersifat kimiawi walaupun karvawan vang bersanghkutan bekerja sesuai
protap dan proker (S0P,

Resiko grade 11l dengan nilai index 3 (tiga) adalah kemungkinan tlerjadi resiko
kerja vang bersifar radiasi walaupun karvawan vang bersangkuian bekerja sesuai
protap dan proker {SOP).

Resiko grade IV dengan nilai index 9 (sembilan) kemungKinan terjadi resiko kerja
vang bersifat infeksius walaupun karvawan vang bersangkutan bekerja sesual

protap,

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan / datiar dari jenis pekerjaan sesuai

dengan gradenyva,
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= Laboratonium
s Pemulasaran Jenazah , |
- | (irade v |
¢ Bedah Cepral
IeU. ICCUNICU, FICU
« LUGD
VE a

Hawat inap dengan [solasi

Laundry
[P AL Ancenerator
| . CR5D

d. Emergency index adalah nilai untuk pegawai vang bekerja pada unit vang
memertukan penanganan segera. tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis

pekerjaan vang dilaksanakan oleh pegawai vang bersangkutan

No Tingkat Emergency Index

1 Tingkat Emergency Rendah

e Administras perkantoran

s (izi I
# Laundry

=  Teknisi

o [PSRS

Tingkat Emergency Sedang

= Rawal Jalan

Fad

&  Pemulasaran lenazah

¢  Ambulance

Lok

Tingkat Emergency Tinggi

= Farmasi
* Rawat Inap 3
= Radiologi
¢ Laboratorium
4 Tingkat Emergency Sangat Tinggi o
= Bedah Central 9

: « [CULICCUL NICLL PICU
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5 — ‘ ‘
. VK
« CSSD l |

Position index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawal vang
bersangkutan, dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut

|. Index kelompok jabatan dengan ketentaan sebaga berikut ;

Position Index Index
Tidak memiliki jabatan B 1
Kepala  Ruangan/Roordinator, Bendahara. 2

Sekretaris Komite Medik/Keperawatan

Kepala Sub Bagian Seksi.Supervisor, Tim JP.BPIS

ok

‘Kepala Unit. Kepala Bidang. Kepala Bagian.

kepala K5M. Keta Sub Komite

| Ketua Komite ."-'Il.'ﬁ]k.-F:Z-::'.{i.l;_flu'_lﬁi.ﬁ.i..‘“-}:l.:i:é-la';':-i-iltln.

Betua SPL Ketwa Fomite PMEP. Ketua Romite 3

Enuk dan Hukum

Performance index adalah untuk mengukur hasil © pencapaian kerja dari pegawai.
Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas Kinerja (sistem manajemen kinerja/
PMS)

Nilai index kinerja adalah nilai scove SKP dikali basic index

Penilaian pejabat di ramah sakit adalah 1echadap pencapaian target standar yang 1elah
ditentukan dalam rencana kinerja individu.

Bila terdapat pegawai vang bekerja pada 2 (dua) unit atau lebih dan atau memiliki
jabatan rangkap maka nilai index vang digunakan adalah posisi umt dan atau jabatan
pegawai bersangkutan yang nilai indexnya paling tinggi.

Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating vait -

1. Basic Index = Rate 1
2. Competency Index = Rate 3
3. Risk Index = Fate 3
4. Emergency Index - Rate 5
5. Position Index = Rate 3
6. Performance index Rate 4

Seore adalah nilai individu vang merupakan pengkalian dari indes terhadap rating

atay hobot (rating),



Total score individu adalah penjumlahan darr score basic index, competency index,

risk index. emergeney index. position index dan performance index,

Bagian, Kepala KMS. Ketua Sub Komite

e

. Total score Rumah sakit adalah total score individe seluruh pegawai  sang
dijumlahkan,
Bagian kedua
Format Indexing
Pasal 20
No  Ohjek Index | Rating | Score |
ol Bosie f:r.:.;'l.'-_ I
|- Setiap gaji pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1
mndes
- Tenaga Non PNS disesuaikan dengan pap vang
diterima
= Pejabat eselon 3 keatas -
No N  Objek | Index | Rating | Score
2 KNualifitest’ Capacie TIndex M- ]
a. SD |
b.. SMP 2
¢ SMASBMLU 3
d. I 4 1
e D3 3
. 31D &
g Dokter Umum/ Dokter Gigt’ Apoteker NERS 7
h. S2Mokter Spesialis b
i 83/Dokter Subspesialis/koensulen 4
3 Risk fnelex
a. Grde I . I
b Girade I 2 .
¢. Grade 1 3
| d. Grade IV > s 9
| Emergency Index [ . I i
a. Rendah |
b. Sedang 3 K
c. Tinggi 3
d. Sangat Tinggi 0
3 Fosition Index i
o, Tidak memiliki jabatan |
b, Kepala ruangan. Keordinator, Bendahara 5
¢. Kasubag, Kasie. Supervisor, Tim JP.BPIS . 3
d. Kepala Instalasi, Kepala Bidang, Kepala %
4
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| Keperawatan. Ketua SP1

| 6 | Nilai |

Performance Index
Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard | Scor ‘

dan target dalam Business Plan atau SAP SKP

Tenaga teknis berdasarkan penilaian Kinerja | . . L
sesual Sistem Manajemen Kinerja _
Basic
Indes |
TOTAL SCORE INDIVIDU \
BAB VIII
PENILATAN KINERJA
Pasal 21

Karyawan yang memegang jabatan atau memanghku jabatan pada pusal pendapatan atau
Revenue Center maupun Pejabat pada pusat biaya atau Cost Center diwajibkan
menyusun rencana aksi strategis atauw Strategic Action Plan (SAP), vang dilengkapi
dengan sistem akuntabilitas.

Pemilaian kinerja para pejabat. sebagaimana vang tercantum dalam avat (1) diatas
berdasarkan indikator Kiperja, targe! dan atau standard vang telah tercantum dalam
Strategic Action Plan dan diukur dengan sistem akuntabilitas kinerja.

Penilaian karvawan vang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional
penilaian dilakukan oleh atasan langsung vang bersanghutan sesuni dengan ketentuan

vang berlaku dalam sistem manajemen kinera (PMS),

BAB IX
BOMUS DAN TUMNJAMNGAN
Pasal 22

Meritv'Bonus adalah penghargaan dari rumah sakil atau pemilik rumah sakit atas dasar
prestast kinerja karvawan.

Merit'Bonus bisa dalam bentuk Tunjangan Hari Rava, Bonus atan penghargaan lain
dalam bentuk reward ditentukan oleh Direktur.

Reward dapat diberikan kepada karvawan vang berprestasi,

Bonus berupa Tambahan Tunjangan Hari Rava dihitung berdasarkan imdex vang diatur
tersendiri dan diberikan paling lambat 1 minggu sebelum Hari Rava [dul Fitri.

Tuniamean Jabatan Tenaea Funesional diatur rersendiri
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BAB X
LAIN - LAIN
Pasal 23

Keuntungan usaha lain 50% (lima pulub persen)masuk kedalam pos remunerasi,
Keuntungan obat/baban/alal habis pakai sebesar 25% (dua puluh lima persen) HNA, 50%
(lima puluh persen) masuk kedalam pos Remunerasi dan 50% (lima pulub persen)
selebibinya dibagi sebagai berikut :

a. Peningkatan Mutu sebesar 5% (lima persen);

b, Tunjangan Hari Raya sebesar 30% (tiga puluh persen):

c. Sosial sebesar 2,5% (dua koma lima persen):

d. Biaya Umum sebesar 2.5 % (dua koma lima persen);

¢. Fungsional Farmasi sebesar 5 % (lima persen):

f. Duna operasional Komite Medik sebesar 2.5 % (dua koma lima persen);

g Dank operasional Komite Keperawatan sebesar 2.5 % (dua kema lima persen):

BAR X]
SANKSI
Pasal 24

Fegawai yang tidak hadir dengan atau tanpa keterangan, insentif dipotong sebesar 2%
(dua persen) perhari.
Pegawai yang mendapat sangsi disiplin dan telah mendapatkan teguran lisan dan tertulis

sesudl ketentuan vang berlaku, insentif dipotong 50% (lima puluh parsen),

() Pegawai vang mengambil cuti besar atau cuti bersalin untuk angk ketiga dan seterusnya,

(<

()

)

[}

()

secarn olomats tdak mendapatkan insentif selama wakiu cuti;

Pegawar yang wgas belnjar secarn otomatis tidak mendapat insentif selama tugas belajar,
Pegawai yang mendapat tagas dinas luar olel rumah sakit tetap diperhitungkan
msentitnya,

Jika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat {3) digantikan oleh pegawai vang setara,
maka msentit adalah hak pegawal pengpanti.

Jika pegawai terbukti mencuri insentif dipotong sebesar 100% {seratus persen) dan akan
dikenakan sanksi sesuni dengan peraturan yang berlaku,

Pegawai yvang membocorkan rahasia rahasia tumah sakit kepada pihak luar, insentif
dipotong sebesar L00% (seratus persen),

Pegawal yang terbukti menggunakan narkoba, insentif dipotong 100% (seratus persen)

dan akan dikEnalkan canlot caveing Aamsen cebetias — oo — L _ 4.7




(L) Pegawal yang berkelahi (tisik ), insentif keduanya dipotong 50% (lima puluh persen).

(11) Pegawai vang mogok kerja atau terbukti menghasut kegiatan tersebut sesuai
rekomendasi  komite medik. komite keperawatan atau Sub Bagian kepegawaian.
insentif dipotong 100% (seratus persen) pada bulan bersanghutan dan akun dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(121 Hasil pemotongan karena sangsi dimasukkan kedalam pos tunjangan hari raya

(131 Pada bagian vang tidak memiliki  dokter. pors: dokier dimasukkan kedulam pos

TS
BABR XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
! Peraturan Bupati ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuimya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Datetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 1 JULI 2014

f{ BLUPFAT] BEKASI &

HASAMAH YARIN



